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L Instansi Vertiksl di Daerah sebagaimana ter
A R sebut pads Lempiran Instruked ini ; '
R A " . 2. Dalem melskssnakan koordinasi sebagaimsna di
S T wakeud pada angka 1, Camat agar berpedoman
RIS P dengan hhm teknds yang ditatapkan
I ik : - Menterl, Pimpinan Nﬂrhmn dan  Pimpinan
(it i | intah Non Departemen :
s 3. Bagl Lewbaga Pemepintah Non Departewen yang b1
B ik Sk duk menpunyal Mnu Vertiksalnya 41 Daerah |,
e makn kewasiban untuk melsksanskan keglatan pads

_i;"i : s angka 1, dil_m secara fungsional oleh
Rk Instansi Vertikal steu Unit Pelaksana di Daerah

et terkalt. yang di tugasi oleh Departemen Teknis
B } g  yang menjadi induknya ;

,fi‘,\ AL 4. Camat membuat Muﬁ‘ pe laksanaan koordinasi
| B 0 S R R 1T T Inumﬁ ?mml dan  unsur mnu
%1 !1::‘ o FRL e . Daersh ) dengan  memperhatiksn
R patun julk mm Alberikan oleh Bupati Kepala
i‘;.i-_lf" ? ~ Daerah Tingkat IT1 Lamongan :

B 6. Melaporksn hasil pelaksanaan Instruksi ini
pecara m kepada Bupati FKepala Daevah
: . U Tingkat 11 m ’

m ini  mulal ur1mm tanggal dir-xuum untuk
g;im. Wﬂm dunﬂm Hhulk-hlw :

: mlunrhn 4l : Lamongan
: s - hml : 14 Mel 1983

e S  BUPATI KEPALA DAKRAH TINGKAT 11
G . LAMONGAN

AL R, MOHAMAD FARIKD. SH
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LAMPIRAN Instruksi Bupati Kepala Duﬂ!ih
Tingkat 11 Lamongan
Nomor : 09 Tahun 1993
Tanggal : 14 Mel 1993

PETUNJUK UMUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6
TAHUN 1888 TENTANG KOORDINASI  KEGIATAN
INSTANST VERTIKAL DI EABUPATEN DAERAH
TINGKAT 11 LAMONGAN

UOMUM
B

Koordinani adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala
Wilayah guna mencapal keselarasan, keseraian dari
keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas
serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara
Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai
hasil guna dan daya guna yang sebesar-basarnya :

Kepala Wilayah adalah Pejabat yang menjadi wakil
Pemerintah Pusat di Daerah yang memimpin penyelenggaraan
urusan Pemerintahan Umum dil Wilayahnya yaltu Bupati dan
Camat :

Instanal Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau
lLembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyal
Lingkungan Kerja di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;

Pejabat Atasan adalah Pejabat yang berhak mengangkat,
memberhentikan dan / atau memindahkan Kepala Instansi
Vertikal ;

Dinas Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan urusan - urusan Pemerintahan yang telah
menjadi wewenang otonomi sesuai dengan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam diri Kepala Daerah terdapat 2 (dua) fungsi yaitu
fungeinya sebagai EKepala Daerah Otonom yang memimpin
penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah dan bertanggung
Jjawab sepenuhnya tentang Jalannya Pemerintahan Daerah
serta fungsi eebagai Kepala Wilayah yang memimpin
penye lenggaraan urusan pemerintahan Umum yang menjadi
tugans Pemerintah Pusat di Daerah ;
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Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebagal wakil
Pemerintah Pusat adalah penguasa tunggal yaltu
Administrator Pemerintahan, Administrator Pesmbangunan
dan Administrator Kemasyarakatan, kecuali di bidang
Pertahanan dan Keamanan, Peradilan, Luar Negeri dan
Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai mata
uang, yang berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan, mengkoordinas i kan perencanaan dan
pelaksanan Pombangunan eserta wsosbina kehidupan
masyarakat di segala bidang ;

Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah, Panyelenggaraan Pelimpahan wewenang darl
Pemerintah kepada Instansi Vertikal dan Pelaksanaan
tugas Pembantuan sangat erat hubungannya satu sama lain,
maka untuk mencapal daya guna dan hasil guna yang
sebesar-besarnya perlu dikoordinasikan sebaik-balknya
oleh Kepala Wilayah.

Instansi- Instansi Vertikal wajib o laporkan segala
rencana dan keglatan, wmembearikan keterangan yang
diminta dan sematuhi petunjuk usum yang diberikan oleh
Kepala Wilayah ;

Dalam mengkoordinanikan kegiatan-kegiatan Instanai
vartikal dan urusan-urusan yang dlulm oleh
Pemerintah Daerah, kebijaksanaan kepala Wilayah harus
selalu mesporhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk peisksananan Iinl dimaksudkan untuk msemantapkan
pengaturan tentang penyelenggaraan koordinasl keglatan
semua Instanal Vertikal dan antara Instasi Vertikal dengan
Dinan Deerah serta bartujuan untuk -

1.

3.

Mendudukkan fungni dan wewenang Kepala Wilayah sesuai
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

Tertib penyelenggarsan Peserintahan Daerah dan bagi ter
wujudnya keseranlan serta keboerhasilan urusan
Pemerintahan dan pelaksanaan pesbangunan ;

Kesaragaman  langkah dan terpadunya penyelenggaraan
segala wrusan Pemorintahan sorta pelaksanaan pembangun
an di Daerah.
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I1T1. HAL-HAL YANG PERID DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN
KOORDINAST .
A. KOORDINAGT PEKRENCANAAN

:

Kepala Wilayah meminta dan memerima program/rencana
serta pelaksanaan tugas dari Instansi Vertikal yang
ada diwilayahnya paling lambat pada bulan April/Mei ;
Kepala ‘Wilayah membahas program/rencana yang telah
disampaikan oleh Instanai Vertikal bersama-sama
dengan Instansi Vertikal lainnya dan Dinas Daerah
yang ada diwilayahnya untuk dipadukan antara rencana
Pusat dan Daerah paling lambat pada bulan Mei / Juni;
Program/rencana yang sudah dikoordinasikan, disampai
kan oleh Kepala Instansl Vertikal kepada Menteri
Pimpinan Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen untuk mendapatkan persstujuan pada
bulan Juni / Juli '

Program /rencana dan keglatan Instansi Vertikal yang
telah diberikan persetujuan oleh Inatansi atasannya,
sebelum dilaksanakan oleh masing-masing Instanei
Vertikal di Daerah, agar di konsultasikan pada Kepala
Wilayah wntuk diberikan petunjuk terlebih dabulu pada
bulan Maret / April.

B. ROORDINASI PELAKSANAAN

, ¥

Kepala Instansi Vertikal berkewajlban melaporkan
kepada Kepala Wilayah perihal bidang tugas dan
keglatannya balk yang sudah, sedang dan yang akan
dilakeanakan, dalam wilayah kewenangan Kepala Wilayah
yang bersangkutan setiap 3 (tiga) bulan sekali paling
lambat tanggal 5 bulan Juli, Oktober, Janunari dan
April ;

laporan Kepala Instanai Vertikal menganal bidang
tugas keglatan dimaksud, memusat hal-hal sebagai
barikut :

-~ Apa yang dikerjakan :

~ Waktu pelaksanaan ;

~ lokasl kegiatan ;

~ Instansi yang terkait ;

~ Pelaksanaan kegiatan yang diselesalikan.

. Bila terdapat hambatan dalam pelaksanaan program /

rencana yang ada terutama yang menyangkut dengan
kegiatan Instanai Vertikal lainnya dan d4i Dinas
Dasrah, agar dilaporkan hepada Kepala Wilayah untuk
dicarikan penyelesaiannya.
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€. EDORDINAST PELAPORAN

1. Kepala Instanal Vertikal wajib melaporkan secara
periodik ( 3 bulan sekali ) kepada Kepala Wilayah
segala sesuatunya atas perkembangan pe laksanaan
tugasnya yaitu paling lambat tanggal 5 bulan Juli,
Oktober, Januari dan April ;

2. Setlap berakhirnya tahun anggaran, Kepala Instansi
Vertikal menyampalikan laporan tahunan kepadn Kepala
Wilayah mengenal pelaksanaan tugasnya oselama tahun
anggaran berjalan selambat-lambatnya akhir bulan
April ;

3. Laporan Insidenti]l agar disampaikan oleh Instansi
Vertikal kepada Kepala Wilayah terhadap hal-hal yang
perlu segera mendapatkan penyelemaiannya disertal
Alternatip pemecahannya.

D. EOORDINAST PENCAWASAN
1. Pengawasan pelaksanaan program/rencana Instansi,
' Lembaga, Badan, Dinas, Cabang Dinan/UPT Tingkat I,
BUMN, BUMD Tingkat I/BUMD Tingkat 11, dilakukan oleh
Aparat Pengawasan baik Departemen maupun Lembaga Non
Departemen.
Z. Hasmi) Pengawasan terhadap pelaksanaan program
/rencana  Instansi, Lembaga, Badan, Cabang Dinas/UPT
Tingkat I, BUMN dan BUMD Tingkat 1 dimakeud disampai
kan kepada Kantor Wilayah Departemen , Pimpinan
Lembaga Non Departemen, Dinas / BMD Tingkat I
: yang bersangkutan oleh Pengawasan bailk Departemen
. maupun Lembaga Non Departemen, Badan Pengawasan Ke
vangan dan Pembangunan ( BPEP ) serta tembusan
nya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah;
3. Kepala Wilayah melaporkan data dan Informasi hasil
pengawanan yang diterima darl Pengawasa balk
Departemen maupun Non Departemen dan Badan Pengawasan
Keunangan dan Pembangunan ( BPKP ) kepada Kepala
Inatanal, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Kepala Dinaa,
Pimpinan BUMN dan Plmpinan BUMD disertai pertimbangan
dan saran dengan tembusan kepada Gubernur EKepala
Daerah.
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EOORDINASI PEMBINAAN
1. PENGANGKATAN / PEMINDAHAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL

a.

a.

Satiap pengangkatan Kepala Instansi Vertikal oleh
Pimpinan Instansi yang bersangkutan, agar
dikonsultasikan terlsbih dahulu untuk wmendapatkan
pormetujuan dari Kepala Wilayah ; I

. Kepala Wilayah dapat mengusulkan kepada Pejabat

Atasan dari Departemen maupun Lembaga Pemerintah

Hon Departemen hal - hal yang berkensan dengan

pemindahan kepala Instanmsi Vertikal diwilayahnya

dengan memperhatikan :

1) Eetaatan Kepala Inatanai Vertikal terhadap
petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala
Wilayah ;

2) Koerjia sama yang dilakesanakan dengan Instansi-
instansi laln ;

3) Inielatif dan kesungguhan dalam melaksanakan
tugas ;

4) Dedikasi dan tanggung Jjawab terhadap pekerjaan.

. Balambat- luuhat.n_?u 3 (tign) bulan sebe 1 um

dilakuksn mutasl, Pejabat Atasan dari Departemen
maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen agar mem
beritahukan terlebih dahulu kepada Kepala Wilayah
vani bersangkutan ;

. Kepala Wilayah memberikan bahan pertimbangan

penilaian dalam rangka pemberian kondite EKepala
Instansi Vertikal diwllayahnya kepada Pejabat
Atasannya.

Bahan pertimbangan dimakeud disesuvalkan dengan
unsur-unsur DP.3.

. PELANTI1EAN

fobelum mewmangku Jabatan, Kepaln Inatansl
Vertikal dilantlk, mangangkat Sumpah atau
mengucapkan Janji sesual dengan ketentuan yang
berlaka 3
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b. 1) Pelantikan dan pengambilan Sumpah Kepala
Kantor Instansi Vertikal ditingkat Kabupaten
Dasrah Tingkat I1 Lamongan di Lakukan oleh
Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas Nama
Pajabat Atasannya dan disaksikan oleh Pejabat
Instansi Vertikalnya Tingkat Propinsi:

2) Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Kantor
Instansi Vertikal di Tingkat Kecamatan di
lakukan oleh Camat atas Nama Pejabat Atasannya
dan disaksikan oleh Pejsbat Instansi Vertikal
nya Tingkat Kabupaten.

¢. 1) Perlantikan dan pengambilan sumpah Kepala
Kantor Instansl Vertikal Tingkat Kabupaten

. Daerah Tingkat IT Lamongan yang wilayah kerja
nya meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah
Administratif Kabupaten dilakukan oleh Pembantu
Gubernur Atas Nama Pojabat Atasannya i
2) Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala
® " Instansi Vertikal Tingkat Kecamatan yang

g wilayah kerjanya meliputi lebih dari 1 (satu)

Wilayah Administratif Kecamatsan dilakukan oleh

Pembantu Bupati atas Nama Pejabat Atasannya.

d. Pelantikan dan pengambilan sumpah Pimpinan Badan
Usaha Milik Negara ( BUMN ) di Daerah yang
- operasionalnya terkait dengan Instansi lain,
_' . dilakukan spesual dengan ketentuan tersebut dalam
huruf b dan o diatas, Atas Namn Direktur BUMN

vang bersangkutan.

IV. HUBUNGAN ANTARA KEPALA THSTANSI VERTIEAL DENGAN KEPALA DINAS
0 DAERAH

1. Kepala Instansi Vertikal dengan sepengetahuan Kepala
Daerah yang bersangkutan memberikan bimbingan teknis
kepada kepala Dinas Daerah terhadap pelakeanaan urusan-
urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah
dan Eepals Dinas Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari ¢
melaporkan hasil pembinaannnya kepada Kepala Dasrah ;




2. Kepala Instanei Vertikal dan Kepala Dinas Daerah saling
memberikan Informansi dalam pelaksanaan tugas masing-
masing ;

3. Kepala Dinas Daerah wajlb melaporkan mengenai
perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah
dengan tembusan disampaikan kepada ZXepala Instansl
Vertikal yang memberikan bimbingan teknis dalam setiap
bulan sekali.

SANKESI1

Terhadap Kepala Instansi Vertikal yang lalai dan tidak
mengindahkan ketentuan mengenal koordinasi sebaga imana
tersebut diatas, maka Kepala Wilayah dapat mengusulkan
tindakan Administeratif kepada Pejabat Atasannya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur koordinasi
penye lenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ada tetap
berlaku sepanjang tldak bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 15988 tenteng Koordinasi
Keglatan Instansi Vertikal Di Daerah, Instrukal Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 tahun 18988 dan Instruksi QGubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 tahun 1880.

BUPAT] KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
ttd.
R. MOHAMAD FARIED, SH
Salinana sesual dengan aslinya
An. SEERETARIS WILAYAH/DAKRAH TINGKAT 11
LAMONGAN
Anisten I Sekwilda

NIP. 010204383 °




